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Imbauan Pencalonan Anggota DPRD
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Di-

A.

Tempat

DASAR HUKUM

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan
Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;,

Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum;

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum;

Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2024;

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal
Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi
Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan pencegahan pada tahapan pencalonan anggota DPRD
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengimbau
kepada Partai Politik Se-Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk memperhatikan :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu :
Pasal 240

1. bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia
dan harus memenuhi pesyaratan :

telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih:

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:

dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia:

berpendidikan pafing rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah

aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah

lain yang sederajat;
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f setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal
lka,

g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara
terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan
mantan terpidana,

sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;

terdaftar sebagai pemilih;

bersedia bekerja penuh waktu,

mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur

sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan

karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik

daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan
negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat
ditarik kembali;

I.  bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris,
pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia
barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta
pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas,
wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara
lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan pada badan usaha
milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang
anggarannya bersumber dari keuangan negara;

n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan dan

p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.
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2. Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;

b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat
belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan
atau program pendidikan menengah;

c. surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR; DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga
pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;

d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari
penyalahgunaan narkotika;

e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih,

surat pemyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang

ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;

g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik,
advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan
pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan
negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan
dengan tugas, ' wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai
cukup;

h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala
daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional
Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi,
komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara

-~

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pangkep



dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang
anggarannya bersumber dari keuangan negara;

i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;

j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh | (satu)
partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas
kertas bermeterai cukup; dan

k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada | (satu) daerah
pemilihan yang ditandatangan di atas kertas bermeterai cukup.

PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan
DPRD Kabupaten/Kota :

Pasal 15

1. Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau
anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik Peserta Pemilu
menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan
Bakal Calon.

2. Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan:

a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa,
atau anggota badan permusyawaratan desa; dan

b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan
pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

3. Bakal Calon harus menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan
rancangan DCT.

4. Dalam hal sampai batas akhir masa pencermatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), keputusan pemberhentian tersebut belum diserahkan kepada KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota maka Partai Politik Peserta Pemilu tidak
dapat lagi mengajukan penggantian calon.

Pasal 16

Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD
kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda
dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 7 huruf a) melalui
Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan surat pernyataan yang dibubuhi meterai
dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa pengunduran diri
telah disampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu
terakhir.

Pasal 20

1. Bakal Calon yang memiliki perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat
keterangan pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah
menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf ¢ dengan nama Bakal
Calon yang terdapat pada KTP-el, Bakal Calon melalui Partai Politik Peserta
Pemilu harus menyerahkan surat keterangan dari sekolah yang menyatakan
bahwa Bakal Calon yang namanya tercantum pada fotokopi ijazah atau surat
keterangan pengganti ijazah merupakan Bakal Calon yang namanya tercantum
pada KTP-e.

2. Dalam hal sekolah tidak bersedia menerbitkan surat keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon dapat menyerahkan surat pernyataan yang
dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon yang menyatakan bahwa
nama yang tercantum pada fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijjazah
merupakan Bakal Calon yang namanya tercantum pada KTP-el.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pangkep



Pasal 22

1. Bakal Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, gelar
keagamaan, dan/atau gelar lainnya pada daftar Bakal Calon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

2. Bakal Calon yang mencantumkan gelar akademik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus menyertakan fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah
perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang disampaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat dan status gelar yang
digunakan di dalam dokumen pengajuan Bakal Calon.

4. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang disampaikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat dan status gelar yang
digunakan di dalam dokumen pengajuan Bakal Calon.

Pasal 23

1. Ketentuan mengenai perbedaan nama pada fotokopi ijazah atau surat keterangan
pengganti ijazah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah
kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat dengan KTP-
el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap ketentuan mengenai perbedaan nama Bakal Calon pada fotokopi ijazah
atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi dengan KTP-el
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

2. Ketentuan mengenai penyetaraan ijazah sekolah menengah atas luar negeri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap
ketentuan mengenai penyetaraan ijazah perguruan tinggi luar negeri.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel;

2. Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan,;

3. Ketua DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
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Lampiran Surat

Nomor : 110 /PM.00.02/K.SN-13/06/2023

Tanggal: 13 Juni 2023

Nama Partai Politik :

Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Partai PDI Perjuangan

Partai Golkar

Partai NasDem

Partai Buruh

Partai Gelombang Rakyat Indonesia ( Gelora)
Partai Keadilan Sejahtera
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Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
Partai Amanat Nasional (PAN)
Partai Bulan Bintang
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Partai Demokrat
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Partai Perindo

- =k -
o & W

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
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Partai Ummat
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